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	No.
	Klausul / Poin
	Halaman
	Komentar dan / atau saran

	1.
	IFCC ST 1002; 7.4.4.2 
	6
	Untuk yang berbahasa Inggris, istilah “refreshment” diusulkan diganti menjadi “updating standard/requirements”, sedangkan untuk yang berbahasa Indonesia bisa tetap menggunakan istilah “Penyegaran”

	2
	7.4.3.1
	6
	Auditor harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun penuh dalam bidang kehutanan di Indonesia. Untuk versi Bahasa inggris tetap sama

	3
	9.4.1.1.2
	11
	9.4.1.1.2. Lembaga sertifikasi harus membuat pengumuman publik atas proses sertifikasi (baik
sertifikasi awal, resertifikasi maupun penilikan) sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan sertifikasi melalui website dan menginformasikannya kepada IFCC.

	4
	9.4.1.2.4
	12
	9.4.1.2.4. Dalam menentukan sampel audit, lembaga sertifikasi harus mempertimbangkan
faktor-faktor yang ditetapkan di bawah ini: bla bla bla. Catatan: perlu ditambahkan 1 faktor lagi yaitu; Kondisi Sosial Budaya yang digunakan sebagai dasar penentuan sampel social, termasuk diantaranya jumlah desa di dalam atau di sekitar hutan, beragamnya kondisi budaya dan hukum adat, dll

	5
	IFCC ST 1001, Ruang Lingkup
	2
	Dokumen ini menyajikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan hutan lestari
(pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, maupun hutan masyarakat). Apakah kata Hutan Masyarakat bisa diubah menjadi “Hutan Berbasis Masyarakat”? Hal ini mengingat bahwa tipe Hutan Rakyat di Indonesia sangat beragam. Untuk versi Bhs Inggris tetap digunakan istilah  Community Forest.

	
	
	2
	“Penjelasn” dari beberapa indikator dalam standar ini tertera dalam Lampiran 1. Revisi: Penjelasan

	
	5.3.4.5
	15
	Catatan 5345: Pemerintah menetapkan Upah Minimum provinsi (UMP) dan Upah Minimum
kota/kabupaten (UMK) yang bisa dijadikan sebagai  rujukan.

	
	6.1.1. c
	16
	Mengidentifikasi, merencanakan dan memelihara infrastruktur yang memadai, termasuk namun tidak terbatas pada jalan utama, jalan penyaradan, jembatan, barak kerja, dan fasilitas perkantoran. Catatan: Fasilitas perkantoran ini penting untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pekerjaan FMU seperti: Toilet, tempat ibadah, ruang ASI, dll

	
	7.2.8
	22
	Organisasi harus menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia dengan menerapkan Pengelolaan Hama Terpadu, alternatif silvikultur yang sesuai, dan tindakan secara biologis atau mekanis yang ramah lingkungan. Catatan: cara mekanis biasa dilakukan dalam pengelolaan hutan rakyat untuk menghindari pemakaian herbisida, contohnya: penggunaan mesin pemotong rumput atau sabit atau cangkul.

	
	8.2.2 (f)
	31
	(f). menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti dari penerapan program audit dan hasil audit, sebagai dasar untuk pelaksanaan Tinjauan Pengelolaan dan Perbaikan manajemen. Catatan: Hasil Audit Internal perlu dihubungkan ke proses manajemen berikutnya sebagai follow up plan.

	
	Lampiran 1, 5.2.2
	34
	2. mempertimbangkan penilaian dampak sosial dan lingkungan: bla bla bla. Usul perlu ditambahkan poin: - pohon-pohon tertentu yang memiliki nilai ekologi dan social ekonomi seperti pohon madu (Menggeris/Kempas)

	
	Lampiran 3, Ruang Lingkup 2
	42
	a. Tercermin dari bentuk kelembagaan unit pengelola (individu, kelompok tani atau koperasi) yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dan pengelolaan hutan secara lestari;



